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ABSTRAK:

CATATAN:

Untuk meningkatkan pelayanan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses
perseroan terbatas yang efisien dalam penyelesaian sengketa bisnis, memberikan
pelindungan, dan kepastian hukum yang dapat memberikan kontribusi positif bagi
perkembangan dunia usaha di Indonesia, perlu melakukan perbaikan mekanisme
pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses perseroan terbatas.

Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2021; PP No.
8 Tahun 2021; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
Permenkum ini mengatur mengenai Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses
Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Permohonan Pemblokiran
Akses diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang diajukan secara
elektronik dengan mencantumkan alasan Pemblokiran Akses. Permohonan
Pemblokiran Akses diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Pemblokiran
Akses dilakukan terhadap: a. Perseroan persekutuan modal; dan b. Perseroan
perorangan. Terhadap Perseroan yang telah dilakukan Pemblokiran Akses dapat
diajukan Pembukaan Pemblokiran Akses.

Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2025.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran
Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1283), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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